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ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji status hukum suami penyandang disabilitas dalam
pemenuhan kewajiban nafkah menurut sistem hukum Indonesia. Permasalahan
penelitian berangkat dari ketegangan antara konstruksi normatif hukum perkawinan
yang membebankan kewajiban nafkah kepada suami dan realitas seorang suami
penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan dalam penghidupan yang layak.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis ketentuan perundang-undangan
yang mengatur status hukum kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas; (2)
menilai kesetaraan kedudukan hukum antara suami penyandang disabilitas dan
suami pada umumnya dalam kewajiban nafkah; serta (3) menguji sejauh mana
pengaturan tersebut merefleksikan prinsip keadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan
konseptual, yang bertumpu pada studi kepustakaan. Data penelitian berupa bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara deskriptif-analitis dengan
menggunakan teori keadilan dan konsep kesetaraan sebagai pisau analisis utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia tidak
membedakan status hukum kewajiban nafkah antara suami penyandang disabilitas
dan suami secara umum. Kewajiban nafkah tetap dilekatkan secara normatif pada
suami, tanpa adanya pengaturan yang menggugurkan atau mengecualikan
kewajiban tersebut karena kondisi disabilitas. Ketentuan tersebut membangun
kesetaraan yang bersifat formal, di mana semua suami diperlakukan dan
dibebankan kewajiban yang sama sebagai subjek kewajiban nafkah, yang
berimplikasi pada kedudukan istri yang juga setara dalam menerima nafkah. Setelah
direfleksikan, ketentuan hukum yang ada mengandung potensi keadilan melalui
frasa “sesuai dengan kemampuannya”, ketiadaan penetapan besaran nominal
nafkah, serta tidak adanya larangan bagi istri untuk berkontribusi dalam pemenuhan
kebutuhan keluarga.: Potensi /tersebut memungkinkan: penyesuaian kewajiban
nafkah secara proporsional, namunssecara empiris i;menimbutkan dilema keadilan
substantif ketika dihadapkan pada realitas hambatan struktural yang dialami
keluarga dengan suami penyandang disabilitas. Sehingga implementasinya sangat
bergantung pada penafsiran dan /sensitivitas: aparat penegak hukum terhadap
konteks disabilitas dan keadilan sosial.

Kata kunci: Nafkah, Suami Penyandang Disabilitas, Kesetaraan, Keadilan.



ABSTRACT

This study examines the legal status of husbands with disabilities in fulfilling
spousal maintenance (nafkah) obligations under the Indonesian legal system. The
research is grounded in the tension between the normative construction of
Indonesian marriage law, which places the obligation of nafkah primarily on the
husband, and the socio-economic realities faced by persons with disabilities, who
encounter structural barriers in accessing decent employment and sustainable
livelihoods. The objectives of this study are: (1) to analyze statutory provisions
governing the legal status of maintenance obligations for husbands with disabilities;
(2) to assess the equality of legal standing between husbands with disabilities and
husbands in general regarding nafkah obligations; and (3) to evaluate the extent to
which these legal provisions reflect principles of justice.

This research employs a normative juridical method with a conceptual approach
and is conducted through library research. Primary, secondary, and tertiary legal
materials are analyzed descriptively and analytically using theories of justice and
the concept of equality as the main analytical framework.

The findings reveal that Indonesian marriage law does not the legal status of
maintenance obligations between husbands with disabilities and husbands in
general. Maintenance obligations remain normatively attached to the husband, with
no statutory provisions that explicitly exempt or eliminate such obligations due to
disability. The equality established by the legal framework is predominantly formal
equality, whereby all husbands are treated and burdened with the same obligations
as subjects of nafkah obligation, which implies that wives are also equal in receiving
nafkah. Upon reflection, the existing legal provisions contain elements of potential
justice through the phrase “according to his ability,” the absence of a specified
nominal amount of nafkah, and the lack of prohibition for wives to contribute
economically to family-support. This potential allows for proportional adjustment
of nafkah.obligations, but empirically raises a dilemma of substantive justice when
faced with the-reality of structural barriers experienced by families with husbands
with disabilities, Thus; itsimplementationis highly dependent on the interpretation
and sensitivity of law enforcement officials to the context of disability and social
justice.

Keywords: Nafkah, Husbands with Disabilities, Equality, Justice.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan atau proses persalinan tulisan dari satu bahasa ke

bahasa yang lain. Dalam makalah ini transliterasi yang digunakan adalah

pengalihan dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Transliterasi dalam makalah ini

berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987
dan Nomor 0543b/U/1987. Berikut adalah pedoman transliterasi Arab-Latin secara

garis besar:
A. Konsonan Tunggal
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
) tidak ) _
‘ Alif : tidak dilambangkan
dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
- &3 S es (dengan titik di
atas)
z Jim J Je
= Ha H ha (dengan titik di
atas)
d Kha Kh ka dan ha
> Dal D De
3 7al 7 zet (dengan titik di
atas)
B Ra R Er
J Zai Z Zet
Sin S Es
. Syin Sy es dan ye
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e Sad S es (de;a%ilg ht)itik di
o Dad D de (di)r;gnght)ltlk di
5 Ta T te (dengan titik di
bawah)

5 7a 7 zet (dir;s\?:h;ltlk di
¢ ‘Ain C Apostrof terbalik
¢ Gain G Ge

) Fa F Ef

K Qof Q Qi

J Kaf K Ka

J Lam L ‘el

¢ Mim M ‘em

O Nun N ‘en

9 Wau W We

2 Ha H Ha

¢ Hamzah i Apostrof

€9 Ya Y, Ye

Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ().
B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Nama Huruf Latin Nama

- Fathah A A




C.

D.

Kasrah

= D’Ammah U U
2. Vokal Rangkap
Tanda Nama Huruf Latin Nama
o Fathah dan ya Ai Adan |
It Fathah dan Al A dan U
wau
Contoh:
> : khair J3 : haula
Maddah
Harakat dan NN Huruf dan Nama
Huruf Tanda
A\ Fatkah dan alif atau - -
- . A a a dan garis di atas
- Kasrah dan ya 1 i dan garis di atas
P Dammah dan wau 0 u dan garis di atas
Contoh
J6 : gala K hgita S S uminr
Ta Marbiitah

Transliterasi untuk ta.marbiitah'ada dua, yaitu: ta marbiurah'yang hidup (mendapat

harakat fathah, kasrah, dan d’Ammah), maka transliterasinya adalah /t/. Sedangkan

ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

aE3& 1 Aisyah

Adapun pada kata yang berakhir dengan ta marbiitah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbitah itu ditransliterasikan dengan /h/. Contoh:




o %

JULYI &35 : raudah al-agfal

E. Syaddah
Syaddah dilambanhkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf

bersyaddah. Contoh:

&5 : rabbana
i al-haqq

Jika huruf s ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
(¢=), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (7). Contoh:

{3 ‘arabi (bukan ‘arabyy atau ‘araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J! (alif lam
ma ‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari_kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis
mendatar-(-). Contohnya:

$5.03) “al-falsafah

i) - al-syamsu (bukan asy-syamsu)
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Sebagai ikatan lahir dan batin antara suami dan istri, pernikahan bertujuan untuk
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.! Untuk mewujudkan tujuan tersebut, hak dan kewajiban hadir dalam rangka
menaungi kepentingan antara suami dan istri setelah sepakat melakukan akad
pernikahan.? Salah satu hal yang fundamental dalam hak dan kewajiban adalah
nafkah, yang mana di satu sisi istri memiliki hak menerima nafkah dan di sisi lain
suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya dan keluarganya.®

Ketentuan mengenai nafkah secara tegas diatur dalam Pasal 34 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)
bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ketentuan ini
kemudian diperinci, lebih lanjut dalam Pasal 80 ayat.(4) Inpres No. 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi'Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa' “‘sesuai dengan

penghasilannya, suami menanggung: nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri;

! Putri Rahmadani, “Nafkah Keluarga Peyandang Disabilitas Pada Perkumpulan
Peyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi
sarjanaUniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2024), him. 6.

2 Kelin Emmett, "Resisting Marriage, Reclaiming Right: An (Early) Modern Critique of
Marriage," Journal of the American Philosophical Association (2022), him. 733.

3 Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum
Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Ahkam Dan Hadits
Ahkam),” Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3:1, (2021), him. 106.



biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak; serta
biaya pendidikan bagi anak.”

Meskipun demikian, terdapat kondisi-kondisi tertentu di mana suami tidak
dapat melaksanakan kewajiban nafkah secara maksimal. Salah satunya, kondisi ini
dapat dilihat ketika suami merupakan seorang penyandang disabilitas. Penyandang
disabilitas dalam kesehariannya kerap kali menghadapi berbagai tantangan,
termasuk dalam mengakses pekerjaan yang layak.* Hal ini dibuktikan dari 22,97
juta jiwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia, ® 78,35% diantaranya
berstatus pengangguran. ® Artinya hanya 1 dari 5 penyandang disabilitas di
Indonesia yang bekerja menghidupi diri dan keluarganya. Ini menunjukkan bahwa
keterbatasan akses terhadap pekerjaan menjadi hambatan fundamental bagi suami
penyandang disabilitas dalam menunaikan tanggung jawab nafkahnya.

Selain itu, penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan dan
sering membutuhkan dukungan dalam aktivitas sehari-hari. Pekerja disabilitas, baik
dengan disabilitas fisik, sensorik, intelektual, maupun mental, secara signifikan
membatasi _pilihan pekerjaan yang. tersedia bagi ‘mereka dan mengurangi

kemampuan untuk berkontribusi secara efektif di tempat kerja.” Pekerja dengan

4 M. Afiqul Adib, “Konsep Mubadalah Dalam Figih Untuk Penyandang Disabilitas: Studi
Kritis Tentang Fleksibilitas Hukum Islam,” SERUMPUN : Journal of Education, Politic, and Social
Humaniora, Vol. 3:1 (2025), him. 66.

® Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas,” https://kemensos.go.id/uploads/topics/16384433731911.pdf, akses
8 Juni 2025.

6 Harits Hijrah Wicaksana dan Muhammad Fauzi, “Governance Analysis Framework of
Disabilities in Indonesia,” Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, Vol. 8:1 (February, 2024), him.
31.

" Hamdan Arief Hanif, “Nafkah Istri Terhadap Suami Disabilitas Perpektif Hukum Islam,”
Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1:2 (2023), him. 171.



disabilitas juga berpotensi menghadapi setidaknya tiga tantangan di pasar tenaga
kerja: perlindungan asuransi sosial ketenagakerjaan yang minimal; pendapatan atau
upah yang lebih rendah dibandingkan dengan orang tanpa disabilitas; dan tetap
harus melakukan pekerjaan dengan perawatan yang tidak dibayar.® Kondisi-kondisi
ini yang secara langsung berdampak pada kemampuan ekonomi mereka untuk
memenuhi kewajiban nafkah.

Berbagai studi kasus menunjukkan bahwa keluarga dengan suami
penyandang disabilitas seringkali menghadapi keterbatasan ekonomi, yang
mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar keluarga.® Kondisi ini tidak jarang
menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga yang pada akhirnya berpotensi
menimbulkan perselisihan dan perceraian. Suami penyandang disabilitas kerap
dianggap tidak mampu memenuhi kewajiban nafkahnya sehingga tidak sedikit
ditemukan gugatan-gugatan cerai dengan alasan ketidakmampuan suami
memberikan nafkah.® Selain itu, permasalahan ini semakin mengkerucut dengan
adanya stigma sosial yang masih melekat pada penyandang disabilitas: mereka
seringkali. dipandang sebagai beban atau tidak mampu_ berkontribusi secara

finansiak*

8 Resmi Setia Milawati, dkk, Gender Analysis In Labour Market Participation And Social
Insurance For Employment In Indonesia: Recognising Care Work (Jakarta: TNP2K 2023), him. 32.

® Sri Lestari, “Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan
Gender Dalam Islam (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)”
Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, (2023).

10 Zuheri Farug Ridwan, “Konstruksi Sosial Atas Makna Nafkah Oleh Suami Disabilitas
Kecamatan Siman Kabupaten™ Tesis pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2020),
him. 12.

11 Muktashim Billah dkk., “Islamic Law Perspectives and Social Experiences on Stigma
toward Disabled People in Indonesia,” Frontiers in Sociology (2025), him. 10.



Secara normatif, hukum Islam dan hukum positif di Indonesia cendrung
mengarah pada fleksibilitas, di mana kewajiban nafkah disesuaikan dengan
kemampuan suami. Dalam hukum Islam, Surah at-Talaq ayat 7, misalnya,
menegaskan bahwa “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah
menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi
nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...” Ayat ini menunjukkan
adanya fleksibilitas dalam pemberian nafkah. Hal ini kemudian diadopsi dalam
Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan dan dirinci lebih lanjut dalam Pasal 80 KHI.*?
Dalam kedua aturan tersebut terdapat parameter pemberian nafkah sesuai dengan
kemampuan suami.

Pada satu sisi, aturan ini dinilai cenderung fleksibel sehingga memberikan
kebebasan hakim untuk melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) atas seberapa
besar nafkah dengan mempertimbangkan kondisi spesifik disabilitas suami yang
tidak dipungkiri berbeda-beda setiap kasusnya. Di sisi lain ketentuan ini dinilai
melahirkan ambiguitas dan kekosongan hukum (rechtsvacuum) ketika dihadapkan
pada kondisi disabilitas suami yang bersifat_permanen. Situasi ini memunculkan
pertanyaan fundamental mengenai status hukum kewajiban nafkah tersebut, apakah
ia tetap wajib ataukah gugur karena ketidakmampuan.

Sebagai respon atas kondisi di mana suami tidak lagi mampu bekerja, sering
kali istrilah yang mengambil alih peran sebagai pencari nafkah. Hukum Islam pada

dasarnya tidak melarang seorang istri bekerja untuk membantu ekonomi keluarga,

12 Deri Eka Putra, “Konsep Nafkah Dalam Keluarga Hukum Islam Menurut Perspektif Al-
Qur’an,” Al-Igtisodiyah: Jurnal IImu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 1: 3 (2024), him.
81.



bahkan tindakan tersebut dipandang sebagai perbuatan mulia dan bernilai sedekah.
Studi-studi kasus menunjukkan bahwa para istri dari suami penyandang disabilitas
umumnya dapat menerima kondisi tersebut dan turut berperan aktif dalam
menopang ekonomi keluarga. ** Fenomena ini menciptakan sebuah dinamika di
mana kewajiban nafkah secara quid juris (menurut hukum) tetap berada di pundak
suami, namun secara quid facti (pada kenyataannya) dapat dijalankan oleh istri
sebagai wujud kerja sama dalam keluarga.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, kajian mengenai status hukum
kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas dan relevansinya dengan prinsip
keadilan dalam hukum keluarga perlu dilakukan secara mendalam dan
proporsional. Penelitian ini berupaya menganalisis dilema antara kewajiban
normatif suami dan realitas keterbatasan penyandang disabilitas, dengan berfokus
pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan keluarga. Penelitian ini tidak berhenti
dengan membahas status hukum secara biner (wajib atau gugur), tetapi juga
menelisik lebih lanjut pada nilai dan asas yang terkandung dalam peraturan
perundang-undangan serta gagasan keadilannya. Prinsip keadilan menjadi tolak
ukur untuk menganalisis ketentuan hukum di-Indonesia terkait ‘kewajiban nafkah
suami penyandang disabilitas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat
menghasilkan analisis yang mendalam, serta menyajikan sebuah model kewajiban
nafkah untuk suami penyandang disabilitas yang sesuai dengan rasa keadilan dan

dinamika masyarakat kontemporer.

13 Annisa Maharani, “Prinsip Kesalingan (Mubadalah) Pada Pasangan Penyandang
Disabilitas Sensorik Netra Dalam Mencari Nafkah Dan Relevansinya Dengan Bimbingan Konseling
Keluarga Islami” Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2023), him. 11.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan-

pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan perundang-undangan di Indonesia mengatur
status hukum suami penyandang disabilitas kaitannya dengan
pemenuhan kewajiban nafkah?

2. Apakah peraturan perundang-undangan tentang kewajiban nafkah di
Indonesia menjamin adanya kedudukan hukum yang setara bagi
suami penyandang disabilitas vis-a-vis suami pada umumnya?

3. Sejauh mana ketentuan hukum di Indonesia mengenai status
kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas mampu
merefleksikan prinsip keadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas,

maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Menganalisis® dan mengidentifikasi “status "hukum suami
penyandang disabilitas atas Kewajiban nafkah sesuai yang
diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.

b. Mengkaji dan mengevaluasi apakah terdapat kesetaraan
dalam norma hukum di Indonesia antara suami secara umum
dengan suami penyandang disabilitas terkait dengan

kewajiban pemenuhan nafkah.



C. Mengukur dan menganalisis sejauh mana ketentuan hukum
yang ada mengenai status kewajiban nafkah suami
penyandang disabilitas telah merefleksikan dan selaras
dengan prinsip-prinsip keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan penelitian tersebut di atas, diharapkan penelitian ini dapat

memberikan kegunaan yang meliputi:

a.

Kegunaan Teoretik

1)

2)

Memperkaya cakrawala kajian ilmu hukum,
utamanya hukum keluarga terkait persinggungan
antara hukum perkawinan, hukum disabilitas, dan
konsep nafkah dalam bingkai keadilan.

Menjadi rujukan ilmiah bagi penelitian selanjutnya
yang mengkaji status hukum dan hak-hak
penyandang disabilitas dalam konteks hukum

keluarga.

Kegunaan Praktis

1)

2)

Menyugukan kajian ilmiah yang mendalam kepada
masyarakat, khususnya keluarga dengan anggota
penyandang disabilitas, mengenai dinamika hak dan
kewajiban nafkah.

Menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak

hukum, khususnya hakim di lingkungan Peradilan



Agama, dalam memutus perkara yang berkaitan
dengan sengketa nafkah yang melibatkan suami
penyandang disabilitas.

3) Memberikan rekomendasi bagi para praktisi hukum
dan mediator dalam menangani sengketa keluarga
dengan pendekatan yang lebih inklusif dan

berkeadilan.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai penyandang disabilitas dan pemenuhan nafkah dalam keluarga
telah mendapat perhatian yang cukup luas dalam berbagai penelitian, terutama
seiring berkembangnya semangat inklusivitas dan pergeseran paradigma dalam
studi disabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini perlu ditempatkan dalam lanskap
kajian terdahulu yang relevan. Secara garis besar, karya-karya ilmiah yang
membahas isu ini dapat dipetakan ke dalam dua kelompok utama, yaitu penelitian
yang menelaah praktik pemenuhan nafkah dalam konteks hukum empiris-
sosiologis dan penelitian yang mengKaji kewajiban nafkah pada tataran yuridis-
normatif melalui.analisis teks hukum.

Kelompok pertama berfokus pada bagaimana kewajiban nafkah suami
penyandang disabilitas dijalankan dalam praktik kehidupan keluarga dan
masyarakat. Dari sekian penelitian yang ada, terdapat tiga karya ilmiah yang sangat
relevan untuk dibahas dalam konteks penelitian ini. Pertama, skripsi dengan
pendekatan empiris-sosiologis oleh IIma Nailul Muflikhah berjudul “Pemenuhan

Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas terhadap Istri Perspektif Kompilasi



Hukum Islam (Studi di Yayasan Senter Advokasi Disabilitas Kecamatan Kaliwates
Kabupaten Jember)”. 1* Kedua, skripsi Sri Lestari yang mengkaji isu tersebut dari
perspektif keadilan gender dengan judul ‘“Pemenuhan Nafkah Keluarga
Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender dalam Islam (Studi Kasus Desa
Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)”. ¥ Ketiga, skripsi Ahmad
Sulhan Zainul Karim yang menggunakan pendekatan mubadalah berjudul
“Implementasi Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Disabilitas Mental Perspektif
Mubadalah (Studi Kasus di Desa Sidoharjo Kecamatan Susukan Kabupaten
Semarang)”. 16

Dalam lingkup kajian ini, penelitian llma Nailul Muflikhah memberikan
gambaran empiris mengenai bagaimana norma kewajiban nafkah berinteraksi
dengan kondisi riil suami penyandang disabilitas. Muflikhah menemukan bahwa
para suami berupaya memenuhi kewajiban nafkah sesuai dengan kemampuan yang
dimiliki, sementara para istri pada umumnya menerima kondisi tersebut dengan
sikap memahami. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap

lapangan.pekerjaan serta penghasilan_yang tidak menentu, sedangkan dukungan

keluarga~ dan lingkungan* menjadi* “faktor~ pendukung—penting. Meskipun

14 1Ima Nailul Muflikhah, "Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas terhadap
Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Yayasan Senter Advokasi Disabilitas Kecamatan
Kaliwates Kabupaten Jember)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
(2023).

15 Sri Lestari, "Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan
Gender dalam Islam (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)"
skripsinya di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

16 Ahmad Sulhan Zainul Karim, “Implementasi Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga
Disabilitas Mental Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Di Desa Sidoharjo Kecamatan Susukan
Kabupaten Semarang),” Skripsi Sarjana Universitas [slam Negeri Salatiga (2025).
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memberikan potret sosial yang berharga, penelitian ini berfokus pada dimensi
empiris-sosiologis dan belum menelaah status hukum kewajiban nafkah itu sendiri
secara normatif dalam kerangka peraturan perundang-undangan.

Kajian Sri Lestari berada dalam spektrum yang berdekatan, namun
menggunakan perspektif keadilan gender sebagai pisau analisis. Penelitian ini
menunjukkan adanya pergeseran peran dalam keluarga penyandang disabilitas, di
mana istri sering kali turut berperan sebagai pencari nafkah utama akibat
keterbatasan suami. Temuan ini mengungkap dinamika relasi kuasa dan pembagian
peran ekonomi dalam keluarga, tetapi fokus analisisnya tetap bertumpu pada
pengalaman empiris dan konstruksi keadilan gender dalam kasus-kasus tertentu.

Sementara itu, penelitian Ahmad Sulhan Zainul Karim menawarkan
pendekatan yang berbeda melalui kerangka mubadalah (kesalingan) yang
dikembangkan oleh Fagihuddin Abdul Kodir. Dengan menelaah keluarga yang
suaminya merupakan penyandang disabilitas mental, Karim menunjukkan bahwa
prinsip saling menopang antara suami dan istri menjadi solusi praktis dalam
menjaga keberlangsungan dan keharmonisan keluarga. Pendekatan.ini menekankan
bahwa ‘pemenuhan nafkah "tidak ‘semata-matadilihat “sebagai beban sepihak,
melainkan sebagai tanggung jawab relasional yang disesuaikan dengan kapasitas
masing-masing. Meskipun sangat relevan dalam konteks etika keluarga dan praktik
sosial, penelitian ini tetap terbatas pada analisis kasus dan belum mengkaji
konstruksi normatif kewajiban nafkah dalam sistem hukum positif Indonesia secara

menyeluruh. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini tidak terikat
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pada satu lokasi atau kasus tertentu, melainkan mengkaji norma hukum secara
umum pada level peraturan perundang-undangan.

Kelompok kedua mencakup karya-karya ilmiah yang menelaah kewajiban
nafkah suami, termasuk dalam kondisi keterbatasan fisik atau kesehatan, dari sudut
pandang yuridis-normatif. Dalam kelompok ini, terdapat tiga karya ilmiah yang
relevan untuk dikaji. Pertama, tesis Dendi Irawan berjudul “Status Nafkah Keluarga
Ketika Suami Dalam Keadaan Sakit (Menurut Pendapat Imam Syafi’i dan
Kompilasi Hukum Islam)”.*" Kedua, artikel ilmiah karya Ahmad Syahputra dan
Maria Fatimah berjudul “Implementation of Islamic Law in Dealing with Disabled
Husbands and Family Support Obligations”. *® Ketiga, skripsi komparatif Neilla
Dian Fitryana berjudul “Pemenuhan Nafkah oleh Suami dalam Hukum Keluarga di
Indonesia dan Brunei Darussalam™.

Tesis Dendi Irawan menelaah status kewajiban nafkah ketika suami berada
dalam kondisi sakit atau tidak mampu bekerja, dengan merujuk pada pendapat
Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam. Trawan menyimpulkan bahwa
meskipun. istri- diperbolehkan’ bekerja  untuk membantu pemenuhan kebutuhan
keluarga; kewajiban nafkah secara normatif tetap melekat pada suami. Kontribusi
istri dipahami sebagai bentuk pertolongan atau sedekah, bukan sebagai pengalihan

kewajiban utama. Temuan ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah tidak gugur

1 Dendi Irawan, “Status Nafkah Keluarga Ketika Suami Dalam Keadaan Sakit (Menurut
Pendapat Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam),” Tesis Pascasarjanan Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2021).

18 Ahmad Syahputra dan Maria Fatimah, “Implementation of Islamic Law in Dealing with

Disabled Husbands and Family Support Obligations,” Indonesian Journal of Islamic Law, Vol. 3:1
(2020).
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karena ketidakmampuan suami, meskipun pelaksanaannya menghadapi hambatan
faktual.

Sejalan dengan itu, artikel Ahmad Syahputra dan Maria Fatimah
menekankan adanya fleksibilitas dalam hukum Islam terkait pembagian peran
ekonomi dalam keluarga, khususnya ketika suami mengalami kesulitan dalam
mencari nafkah. Namun, fleksibilitas tersebut secara eksplisit tidak dimaknai
sebagai penghapusan kewajiban utama suami. Istri diperbolehkan berkontribusi,
tetapi tanggung jawab finansial tetap secara normatif dibebankan kepada suami.
Argumen ini diperkuat melalui analisis terhadap dalil Al-Qur’an dan hadis yang
menempatkan laki-laki sebagai penanggung jawab nafkah keluarga.

Adapun penelitian Neilla Dian Fitryana memberikan perspektif komparatif
dengan membandingkan hukum keluarga di Indonesia dan Brunei Darussalam.
Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kedua negara sama-sama mewajibkan
suami untuk memberikan nafkah, hukum keluarga Indonesia memberikan ruang
yang lebih fleksibel melalui penekanan pada prinsip “sesuai dengan kemampuan”,
sehinggamembuka ruang diskresi bagi hakim dalam menilai kondisi konkret suami.
Sebaliknya, "hukum keluarga Brunei cenderung lebih tekstual” dan rigid dalam
merumuskan Kewajiban “nafkah,  meskipun dalam " praktik peradilan tetap
mempertimbangkan kondisi faktual pihak yang bersangkutan. Perbandingan ini
menunjukkan adanya perbedaan pendekatan normatif, sekaligus titik temu dalam
praktik.

Berdasarkan rangkaian telaah karya ilmiah tersebut, dapat disimpulkan

bahwa isu nafkah dalam keluarga dengan suami penyandang disabilitas telah dikaji
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dari berbagai sudut pandang, baik empiris, gender, etika relasional, maupun
doktrinal. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik
membedah status hukum kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas dalam
konteks peraturan perundang-undangan Indonesia dengan menggunakan
pendekatan yuridis-normatif yang dikaitkan secara eksplisit dengan teori keadilan
dan konsep kesetaraan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah
tersebut dengan menganalisis konstruksi norma yang ada serta menilai sejauh mana
ketentuan kewajiban nafkah mencerminkan prinsip keadilan (justice) dan
kesetaraan (equality) bagi suami penyandang disabilitas. Fokus konseptual ini
menjadi kebaruan penelitian jika dibandingkan dengan Kkarya-karya ilmiah

terdahulu.

E. Kerangka Teoritik
Pembahasan mengenai status hukum kewajiban nafkah suami penyandang
disabilitas berada pada persimpangan antara norma hukum yang ideal, keterbatasan
manusiawi, dan-prinsip keadilan. Problematika normatif.ini semakin kompleks
sebab menyentuh hak dan kewajiban fundamental dalam/institusi keluarga yang
dipengaruhi oleh kondisi " disabilitas. (/Agar: dapat membedah isu ini secara
mendalam, penelitian ini memerlukan pendekatan analisis yang ditopang oleh
kerangka teoretis yang kuat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Teori
Keadilan dan Prinsip Kesetaraan.

1. Teori Keadilan (Theory of Justice)

Dalam tradisi klasik, keadilan dipahami sebagai kebajikan untuk

memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (suum cuique
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tribuere). ® Konsep ini, yang berakar dari pemikiran Aristoteles hingga
Agquinas, menekankan pada kesesuaian, kepatutan, dan proporsionalitas
dalam distribusi hak dan kewajiban.?® Aristoteles memandang keadilan
sebagai kebajikan yang mengatur bagaimana seseorang memperlakukan
sesama secara layak. la kemudian membedakan keadilan umum (yang
menyangkut kepatuhan pada seluruh tatanan hukum dan moral demi
kebaikan polis) dan keadilan khusus, yakni keadilan yang mengatur
pembagian dan pertukaran di antara individu. Keadilan khusus inilah yang
kemudian diuraikan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif
(komutatif). 2*

Keadilan distributif kerap dipahami sebagai keadilan atas dasar
kesamaan proporsional, bukan sama rata. Sedangkan keadilan korektif
(remedial) merupakan keadilan dengan upaya membenarkan suatu yang
salah/keliru. > Masalah nafkah bagi suami penyandang disabilitas
menyentuh kedua aspek tersebut. Menjadi masalah keadilan distributif

sebab berkaitan dengan alokasi beban” dan tanggung. jawab ekonomi di

19 Maurizio Ferrera, "Social Justice for Freedom Seekers - Sartori and the Concept of
Equality," Italian Political Science Review (2025), him. 1.

20 Jean Porter, "Justice, Equality, and Natural Rights Claims: A Reconsideration of
Aquinas's Conception of Right," Journal of Law and Religion, Vol. 30: 3 (2015), him. 455,

2l Muhammad Igbal, “Legal Philosophy In Establishing Justice,” The st Proceeding
International Conference And Call Paper Sultan Agung Islamic University, Vol. 1:1 (2020), him.
334.

22 Bernad L. Tanya dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,
(YYogyakarta: Genta Publishing, 2010), him. 45.
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dalam unit fundamental masyarakat, yaitu keluarga.? Ini juga menyangkut
keadilan korektif sejauh mana hukum berupaya memperbaiki atau
menyeimbangkan kembali ketidakseimbangan yang disebabkan oleh
kondisi disabilitas, misalnya dengan penyesuaian standar kewajiban,
mengizinkan pergeseran peran atau bahkan penanggungan ekonomi bagi
negara.

Thomas Aquinas mengadopsi kerangka Aristoteles tersebut, tetapi
menempatkannya dalam horizon hukum alam. la membedakan keadilan
umum (yang mengarahkan individu pada bonum commune/kebaikan
bersama) dan keadilan khusus (distributif dan komutatif), sambil
menekankan bahwa keadilan hakiki selalu mengacu pada hukum moral
yang lebih tinggi. Teori keadilan hukum alam melihat keadilan sebagai
kesesuaian hukum positif dengan hukum yang lebih tinggi, entah disebut
hukum akal budi, hukum moral, atau kehendak Tuhan. Hakikat keadilan di
sini bersifat objektif, terdapat standar moral yang mengikat yang tidak
bergantung pada ‘kehendak ~penguasa.. Hukum _positif adil apabila
mencerminkan dan" melindungi ‘martabat manusia, hak ‘dasar, dan tujuan
moral yang benar.

Dalam perkembangan modern, tradisi ini banyak terhubung dengan
konsep hak asasi manusia. Keadilan bukan lagi sekadar ketaatan pada

aturan, tetapi pemenuhan hak dasar setiap orang sebagai manusia.

23 gally Witcher, "Mainstreaming Equality: The Implications for Disabled People," Social
Policy & Society, Vol. 4: 1 (2005), him. 55.
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Komponen pentingnya adalah: (1) pengakuan martabat yang sama bagi
semua orang, (2) perlindungan hak-hak dasar (hak hidup, kebebasan,
integritas, dan seterusnya), dan (3) kewajiban negara untuk menyusun
hukum selaras dengan nilai moral yang melindungi kelompok rentan, bukan
sekadar mencerminkan mayoritas atau kepentingan penguasa.

Dalam perkembangannya, teori keadilan kontemporer, terutama
yang digagas oleh John Rawls melalui "justice as fairness", memberikan
penekanan pada aspek fairness (kewajaran) yang berhubungan dengan
jaminan hak-hak asasi (kebebasan beragama, berekspresi, hak milik,
integritas diri) dan kesetaraan di depan hukum. Rawls berargumen bahwa
struktur dasar masyarakat yang adil harus dirancang untuk mengoreksi
kesewenang-wenangan yang timbul dari "lotre alamiah dan sosial™ (natural
and social lottery).?* Kondisi disabilitas dapat dipandang sebagai salah satu
hasil dari lotre alamiah tersebut, yang secara moral bersifat arbitrer. Dari
perspektif Rawlsian, sebuah sistem hukum yang adil harus mampu
mengakomodasi dan memitigasi ketidakberuntungan yang ditimbulkannya,
bukan-justru memperburuknya dengan membebankan-kewajiban yang tidak
proporsional.?®

Rawls membangun teorinya melalui “posisi semula” (original

position) dan “selubung ketidaktahuan™ (veil of ignorance), di mana para

24 Judy Rohrer, "Toward a Full-Inclusion Feminism: A Feminist Deployment of Disability
Analysis," Feminist Studies Vol. 31: 1 (2005), him. 34.

2 Michelle A. Travis, "Gendering Disability to Enable Disability Rights Law," California
Law Review Vol. 105: 3 (2017), him. 837.
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pihak merancang prinsip dasar keadilan tanpa mengetahui posisi mereka
kelak dalam masyarakat (kaya-miskin, sehat-disabilitas, mayoritas-
minoritas). Dari konstruksi ini, ia menurunkan dua prinsip utama yakni
Pertama, Prinsip kebebasan di mana setiap orang mempunyai hak yang
sama atas skema kebebasan dasar yang seluas-luasnya, sejauh kebebasan itu
kompatibel dengan kebebasan orang lain. Kedua, Prinsip perbedaan dan
kesetaraan kesempatan, bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya
dapat dibenarkan jika (1) terikat pada jabatan dan posisi yang terbuka bagi
semua dalam kondisi peluang yang benar-benar adil, dan (2) memberikan
manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung (difference
principle).

Sebagai positivis yang memisahkan moralitas keadilan dengan
hukum, Hans Kelsen memandang kondisi adil dari segi kecocokan dengan
perundang-undangan dan grundnorm. Ketika suatu norma umum diterapkan
pada satu kasus namun tidak ditetapkan pada kasus serupa/sejenis maka
dikatakan tidak adil. Dalam arti ini, suatu peraturan.umum dianggap adil
bila “diterapkan secara sah," ‘tepat, ~tertib  yuridis~ dan" konsisten. 28
Mengantitesis konsep Kelsen, Gustav Radruch® mematrikan kembali

keadilan dalam tata hukum.?” la memformulasikan tiga nilai dasar hukum

yakin keadilan (Gerechtigkeit), kepastian hukum (Rechtssicherheit), dan

% Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, diterjemahkan dari Introduction to the Problem
of Legeal Theoory, (Bandung: Nusa Media, 2010), cet 3, him. 48.

27 Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, Teori Hukum Strategi
Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010) cet. 3, him. 129.
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kemanfaatan atau kegunaan/tujuan sosial (ZweckmaRigkeit). Keadilan
dalam kerangkanya terutama diartikan sebagai asas kesamaan, memberi
yang sama kepada yang sama dan membedakan yang berbeda secara
proporsional. Radbruch menegaskan bahwa ketiganya harus dicari
keseimbangannya, mempertahankan kepastian, mengupayakan hasil yang
bermanfaat, tetapi tetap menguji apakah putusan selaras dengan keadilan
sebagai nilai utama.

Inti penting lainnya dalam formula Radbruch ialah ketika hukum
positif mencapai derajat ketidakadilan yang sangat parah, hingga
bertentangan secara mencolok dengan keadilan, maka hukum tersebut
kehilangan sifatnya sebagai hukum dan tidak perlu ditaati. Ini memberikan
dasar teoretis untuk mengoreksi atau bahkan menolak norma positif yang
secara terang-terangan menindas atau mengabaikan martabat manusia,
walaupun secara formal sah.

Selain keadilan substansi terdapat pula bentuk keadilan prosedural.?®
Dalam konteks penelitian ini, Keadilan prosedural mempertanyakan apakah
mekanisme hukum yang ada ‘telah”™menyediakan-prosedur yang adil,
imparsial, dan dapat diakses (legal accessibility) bagi siapapun subjek
hukumnya, dalam konteks ini termasuk penyandang disabilitas untuk

menegosiasikan, mengklaim, atau menyelesaikan sengketa terkait nafkah.®

28 Bernad L. Tanya dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,
(YYogyakarta: Genta Publishing, 2010) him. 48.

2 M Tom R. Tyler and Avital Mentovich, Mechanisms of Legal Effect: Procedural Justice
Theory, A Methods Monograph for the Center for Public Health Law Research (Philadelphia:
Temple University Beasley School of Law, October 2023) him. 10.
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Dengan demikian, teori keadilan akan digunakan sebagai alat analisis utama
untuk mengevaluasi apakah ketentuan perundang-undangan di Indonesia
telah secara wajar dan proporsional mengatur kewajiban nafkah suami
penyandang disabilitas, dengan mempertimbangkan prinsip koreksi
terhadap kesewenang-wenangan kodrati dan jaminan akses terhadap
keadilan.

Dalam aplikasinya, teori ini akan digunakan sebagai alat untuk
mengevaluasi sejaun mana hukum dapat menjamin keadilan. Teori
Keadilan, akan digunakan untuk menimbang secara kritis keadilan dari dua
kemungkinan status hukum kewajiban nafkah dalam perundang-undangan
Indonesia. Apakah menetapkan suami penyandang disabilitas tetap sebagai
pemberi nafkah keluarga (breadwinner), ataukah si suami tidak dibebankan
peran sebagai pemberi nafkah keluarga.

Selanjutnya akan ditelisik lagi, apakah menetapkan nafkah sebagai
kewajiban merupakan solusi yang adil bagi suami dengan disabilitas
mengingat segala ‘kondisi _dan keterbatasannya? Di sisi lain, apakah
menyatakan kewajiban "gugurt ‘sepenuhnya adil bagi-istri dan anak yang
membutuhkan keberlangsungan hidup? Teori ini akan mengarahkan pada
aturan yang paling melindungi dan memberikan manfaat terbesar bagi pihak
yang paling rentan dalam situasi ini.

2. Konsep Kesetaraan (Concept of Equality)
Keadilan memiliki hubungan yang inheren dan tak terpisahkan dengan

kesetaraan, sehingga keadilan hukum semestinya dipahami sebagai
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kesetaraan. *° Aristoteles merumuskannya secara sederhana, bahwa
perlakukan hal yang sama secara sama, dan hal yang berbeda secara berbeda
sesuai dengan perbedaan yang relevan. 3! Secara filosofis, kesetaraan
(equality) berangkat dari gagasan bahwa setiap manusia memiliki nilai
moral yang sama dan karena itu layak mendapat perhatian dan
penghormatan yang setara dalam pembentukan dan penerapan hukum.
Kesetaraan tidak berarti semua orang harus diperlakukan identik dalam
segala hal, tetapi bahwa perbedaan perlakuan harus memiliki alasan yang
sah, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Adapaun
secara normatif, kesetaraan dipahami sebagai tuntutan agar institusi sosial
tidak memihak sewenang-wenang pada kelompok tertentu. Kesetaraan
mengandung dua dimensi: Pertama, dimensi status, pengakuan bahwa
semua orang adalah subjek hukum penuh, bukan warga kelas dua. Kedua,
dimensi distribusi, pertanyaan tentang bagaimana hak, kewajiban, dan
sumber daya dibagikan secara adil di antara mereka yang statusnya sama.
Asas equality before the law menegaskan bahwa setiap orang berada
dalam-kedudukan "yang ‘sama" di hadapan ' hukum “dan’ lembaga negara.
Hakikatnya adalah: (1) larangan diskriminasi dalam perlindungan dan
penegakan hukum; (2) akses yang sama ke lembaga peradilan dan

mekanisme penyelesaian sengketa; dan (3) penerapan hukum yang tidak

30 Bernad L. Tanya dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,
(YYogyakarta: Genta Publishing, 2010), him. 45.

81 Matthias Mahlmann, "Questions of Contested Equality — An Overview,"
dalam Contested Equality (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2021), him. 17.
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memihak berdasarkan status sosial, ekonomi, kondisi fisik, atau identitas
lain. Asas ini memiliki segi normatif dan institusional. Normatif berarti
sistem hukum secara eksplisit memuat jaminan kesetaraan (misalnya dalam
konstitusi dan undang-undang). Sedangkan institusional berarti prosedur,
praktik, dan infrastruktur penegakan hukum benar-benar memungkinkan
orang dari kelompok berbeda untuk menikmati haknya secara setara, tidak
hanya secara teoritis.

Dalam pemahaman yang sama, konsep kesetaraan dapat dibedakan
menjadi kesetaraan formal dan kesetaraan substantif.®? Kesetaraan formal
(formal equality) atau serupa dengan kesetaraan numerik menuntut agar
hukum yang sama diterapkan kepada semua orang tanpa terkecuali. Fokus
utamanya adalah “apakah aturan tertulis membedakan orang berdasarkan
kategori tertentu?”. Jika jawabannya tidak, maka sistem dianggap setara.
Kesetaraan substantif (substantive equality) mengkritik pandangan tersebut
karena mengabaikan titik awal yang tidak sama dan hambatan struktural. Di
sini kesetaraan dimaknai_sebagai persamaan dalam posisi substantif yakni
pada ~hasil, “peluang Yyang “nyata, ~dan ‘kemampuan “aktual untuk
memanfaatkan hak. Karena itu, perlakuan yang “beda” justru dapat

diperlukan untuk mencapai kesetaraan substantif. %3

32 Nikolaos V. Nikolakakis, "Spheres of Equality and Distributive Justice," Dikaion Vol.
34:1 (2025), him. 17.

3 Ake Frandberg, From Rechtsstaat to Universal Law-State: An Essay in Philosophical
Jurisprudence (London: Springer, 2014), him. 98.
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Hal ini oleh Sandra Fredman dirincikan sebagai empat dimensi
takaran kesetaraan substantif. Konsep ini menolak pendekatan kesetaraan
tunggal seperti equality of results, opportunity, atau dignity semata,
melainkan memandang kesetaraan substantif sebagai multi-dimensi yang
saling tumpang tindih. Pertama, dimensi redistributif yang memutus siklus
kerugian (disadvantage) pada kelompok out-groups melalui redistribusi
sumber day. Kedua, dimensi pengakuan (recognition) yang
mempromosikan rasa hormat terhadap martabat dan nilai individu,
mengatasi stigma, stereotip, dan kekerasan. Ketiga, dimensi transformatif
yang mengakomodasi perbedaan serta mengubah struktur sosial agar tidak
menuntut konformitas pada norma dominan. Keempat, dimensi partisipatif
yang memfasilitasi partisipasi penuh secara sosial dan politik untuk
mengimbangi ketidakhadiran suara politik kelompok minoritas.3*

Misalnya langkah afirmatif, pengurangan beban tertentu, atau
pemberian fasilitas khusus bagi kelompok yang punya hambatan bawaan
(seperti- disabilitas). Dalam_Konteks _penelitian ini, menerapkan standar
kewajiban'nafkah yang sama secara kaku kepada suami ‘secara umum dan
suami  penyandang = disabilitas  justru  berpotensi  menciptakan
ketidaksetaraan substantif yang nyata dan melanggengkan ketidakadilan.

Ini sejalan dengan konsep "mainstreaming equality”, yang

mengintegrasikan pertimbangan kesetaraan sejak awal dalam perancangan

34 Sandra Fredman, Discriminative Law, cet. ke-2 (New York: Oxford University Press
Inc., 2011), him. 25-33.
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kebijakan untuk memastikan tidak ada kelompok yang terpinggirkan atau
didiskriminasi secara tidak langsung.® Selain itu, teori "complex equality"
yang diajukan oleh Michael Walzer juga memberikan perspektif penting.
Walzer berpendapat bahwa masyarakat terdiri dari berbagai "bidang
keadilan" (spheres of justice), dan setiap bidang memiliki prinsip
distribusinya sendiri yang sesuai dengan makna sosial dari "barang" yang
didistribusikan di dalamnya.®

Dengan demikian, konsep kesetaraan akan digunakan untuk
menganalisis apakah perundang-undangan di Indonesia terkait ketentuan
kewajiban nafkah antara suami disabilitas dengan suami pada umumnya
telah ditentukan berdasarkan kesetaraan formal atau kesetaraan substantif.
Hal ini secara tidak langsung mengarahkan kepada masalah keadilan. Sebab
ketentuan yang tidak mengkonsiderasikan prinsip kesetaraan berpotensi
menghasilkan kondisi hukum yang tidak berkeadilan. Meski perlu diingat
bahwa keadilan tidak selalu berarti perlakuan yang sama, tetapi perlakuan
yang. setara sesuai dengan_kaondisi dan_kebutuhan. Tujuan penggunaan
konsep-kesetaraan ‘ini adalah untuk' menilai apakah“hukum-telah berhasil
mewujudkan kesetaraan yang sejati antar subjek hukum kewajiban nafkah,
yang menghargai martabat dan kondisi setiap individu.

3. Teori Disabilitas

3 Sally Witcher, “Mainstreaming Equality: The Implications for Disabled People”, Social
Policy & Society Vol. 4:1, (2005) him. 58.

3 Michael Walzer, Spheres of Justice: A Defence of Pluralism and Equality (Oxford:
Blackwell, 1983), him. 8.



24

Teori disabilitas dalam penelitian hukum tidak berdiri sebagai satu
pendekatan tunggal, melainkan mencakup beragam model analitis yang
berkembang seiring kritik terhadap cara memandang disabilitas. Teori
Disabilitas mencakup spektrum model yang meliputi model medis, model
sosial, serta pendekatan kritis dan interseksional yang masing-masing
menawarkan kerangka pemahaman berbeda mengenai relasi antara individu
penyandang disabilitas, struktur sosial, dan sistem hukum.3” Pada penelitian
ini hanya akan difokuskan pada model medis dan sosial yang akan
digunakan untuk  menjelaskan bagaimana hukum  membentuk,
mempertahankan, atau justru mengoreksi ketidakadilan yang dialami
penyandang disabilitas.

Dalam perkembangannya, telah terjadi pergeseran paradigma yang
signifikan dari medical model of disability menuju social model of
disability.” Model medis (medical model of disability) atau juga kerap
disebut individual model of disability merupakan pendekatan paling awal
yang. mendominasi- hukum. Dalam kerangka. ini, disabilitas dipahami
sebagai'gangguan atau defisit individual yang bersumber dart kondisi tubuh
atau mental seseorang. Pendekatan medis dalam penentuan kapasitas hukum
telah mendorong praktik legal yang menitikberatkan pada diagnosis dan
medikalisasi, sehingga hukum cenderung membatasi kapasitas atau

tanggung jawab penyandang disabilitas atas dasar kondisi personal

37 Ayushi Jaiswal and Sujit Singh, “Disability Theory,” dalam Puspa Damali,
“Contemporary Literary and Cultural Theory Concepts and Applications,” (New York: Routledge,
2026), him. 177.
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semata. 3 Pendekatan ini juga tampak dalam bagaimana kebijakan dan
regulasi masih merepresentasikan disabilitas sebagai persoalan individual
yang perlu “dikelola”, bukan sebagai isu struktural.®

Sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, berkembang social
model of disability yang memandang disabilitas bukan sebagai sifat inheren
individu, melainkan sebagai akibat dari hambatan sosial, lingkungan, dan
institusional. Dalam kerangka ini, keterbatasan fisik, mental, sensorik, atau
intelektual tidak secara otomatis menimbulkan ketidakmampuan, yang
melahirkan ketidakmampuan adalah lingkungan sosial, kebijakan publik,
serta norma hukum yang dirancang berdasarkan asumsi tubuh dan kapasitas
“normal.” Fokus social model adalah pada kegagalan sistem sosial dan
hukum dalam mengakomodasi dan mengafirmasi keragaman manusia,
sehingga keterbatasan tubuh tidak secara otomatis berujung pada
ketidakmampuan.*°

Berkat model sosial yang memahami disabilitas tidak lagi hanya

pada pendekatan medis atau wacana belas kasih tetapi mulai membuka pintu

% Kapasitas hukum dipersempit menjadi hasil diagnosis medis dan hakim merasa tidak
memiliki kompetensi untuk menilai di luar hasil medis sehingga proses hukum bergeser menjadi
verifikasi administratif atas diagnosis.Lihat lebih lanjut dalam Pablo Marshall & Guillermo Jiménez,
“Medicalisation and Participation in Legal Capacity Determinations in Chile”, International Journal
of Law and Psychiatry, Vol. 75, 2021, him. 9-11.

39 Kebijakan NDIS masih merepresentasikan disabilitas sebagai persoalan individual yang
perlu dikelola melalui intervensi medis dan administratif, alih-alih sebagai persoalan struktural yang
menuntut perubahan sistemik. Lihat dalam Amy Pracilio dkk.., “A Discourse Analysis of the
Representation of Nursing in the National Disability Insurance Scheme Pricing Guide and Eligibility
Criteria,” Collegian 30, (2023), him. 130-131.

4 Kelly M. Clanchy et al., “Thinking Beyond Impairment: Recommendations from
Contemporary Models of Care for Working with Children and Disability”, Australian Journal of
General Practice, Vol. 51 No. 5, (2022), him. 316.
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pembahasan disabilitas dalam konteks atau wacana hak asasi dan
kewarganegaraan (citizenship). Dari sinilah kemudian berkembang
pendekatan berbasis hak (rights-based approach), yang menempatkan
penyandang disabilitas sebagai subjek hukum dan warga negara yang
memiliki hak setara. Pendekatan ini selanjutnya menjadi arus utama dalam
perumusan kebijakan serta penyelenggaraan layanan disabilitas, baik di
tingkat nasional maupun internasional.*

Pendekatan human rights—based model of disability yang tercermin
dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah subjek hukum penuh dan
(rights holder) dengan kapasitas hukum yang setara, dan negara memiliki
kewajiban aktif untuk menjamin pengakuan, perlindungan, serta
pemenuhan hak-hak mereka melalui penghapusan hambatan dan
penyediaan akomodasi yang layak. Disabilitas, dalam kerangka ini, tidak
boleh dijadikan dasar untuk mereduksi hak, kewajiban, maupun martabat
hukum seseorang.*?

Dalam' penelitian” inf, keberagaman model dalam teori disabilitas
tidak digunakan secara terpisah, melainkan sebagai spektrum analitis untuk
membaca posisi hukum penyandang disabilitas dalam relasi kewajiban

nafkah. Model medis menjelaskan warisan asumsi normatif yang masih

4l Ro’fah, “Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur,” Jurnal Difabel, Vol. 2:2, (2015),
him. 150.

42 Carol J. Petersen, “ASEAN and the Convention on the Rights of Persons with
Disabilities: Using International Law to Promote Social and Economic Development,” Journal of
Human Rights, Vol. 10:1, (2012), him. 3.
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memengaruhi cara hukum menilai kemampuan, model sosial menegaskan
pentingnya konteks struktural, model hak memperberat posisi mereka
sebagai subjek hukum yang harus dikonsiderasikan. Keseluruhan kerangka
ini memungkinkan pembacaan kewajiban nafkah secara lebih adil dan
proporsional, sejalan dengan tujuan keadilan dan kesetaraan yang menjadi

dasar penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian ilmiah untuk mempelajari persoalan hukum
mengenai status hukum kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas dalam
sistem hukum Indonesia. Persoalan tersebut berkaitan dengan pengaturan hak dan
kewajiban dalam keluarga, prinsip keadilan dalam pembebanan tanggung jawab,
serta perlindungan hukum bagi kelompok yang berada dalam posisi rentan. Objek
kajian penelitian ini adalah norma-norma hukum yang mengatur kewajiban nafkah
dalam peraturan = perundang-undangan di Indonesia, yang dianalisis dengan
menempatkan kondisi disabilitas suami sebagai variabel penting dalam penerapan
norma tersebut.

Fokuspenelitian ini bukan pada satu praktik sosial atau kasus hukum
konkrit, melainkan pada ketentuan hukum tertentu yang dilakukan dengan cara
mengkaji teks hukum dengan menggunakan kacamata normatif atau disebut juga
sebagai penelitian yuridis-normatif. Sebagai kajian jurisprudetial, penelitian ini inti
kajiannya ialah hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakup seperangkat

asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum. ® Dapat

43 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, ed. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2001) him. 9.
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dikatakan pula bahwa penelitian ini metode idiologis yang bersifat idealis yang
hendak melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu yakni keadilan
dan kesetaraan.**

Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research), yang dilakukan
dengan mengkaji dan menganalisis secara Kritis berbagai literatur yang relevan.*
Argumentasi hukum dalam penelitian ini kemudian dibangun dari kepustakaan
yang berkaitan dengan topik hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum
disabilitas, teori keadilan dan konsep kesetaraan. Kajian yang digunakan bersifat a
priori, dengan penalaran deduktif melalui silogisme hukum serta metode
interpretasi untuk menjelaskan dan menilai suatu gejala hukum. Dalam konteks
penelitian ini, penalaran tersebut digunakan untuk menelaah bagaimana norma
kewajiban nafkah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan
bagaimana norma tersebut seharusnya dipahami ketika diterapkan pada suami
penyandang disabilitas. Ditinjau dari jenis kebenaran yang hendak dicapai,
penelitian hukum normatif berorientasi pada kebenaran koherensi, yaitu kesesuaian
antara aturan ~hukum, penalaran_ yuridis, dan _prinsip-prinsip hukum yang
melandasinya;-khususnya ‘prinsip keadilan dan perlindungan-terhadap kelompok
rentan dalam hukum keluarga.*®

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

konseptual (conceptual approach). Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri dan

4 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1986), him. 4-6.
45 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. ke-6 (Jakarta: Kencana, 2010), him. 35

46 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan: UNPAM Pres), him. 60.
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mengkaji konsep-konsep hukum yang mendasari pengaturan kewajiban nafkah,
seperti konsep kemampuan (ability), keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab
dalam hukum keluarga serta konsep disabilitas. Melalui pendekatan konseptual,
penelitian ini tidak berhenti pada pembacaan tekstual norma, tetapi berupaya
mengurai makna normatif dan implikasi konseptual dari norma tersebut terhadap
subjek hukum yang berada dalam kondisi disabilitas.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang
bersumber dari bahan hukum. Data kualitatif dalam penelitian hukum normatif
dipahami sebagai data deskriptif-analitis yang diperoleh melalui penelaahan dan
penafsiran terhadap teks hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan
maupun pemikiran para sarjana hukum.*” Data dalam penelitian ini terbagi menjadi
tiga jenis: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.*3
Bahan hukum primer yang digunakan adalah dokumen-dokumen hukum otoritatif
yang terdiri dari: peraturan perundang-undangan seperti UU Perkawinan, KHI dan
UU Penyandang Disabilitas. Bahan hukum sekunder merupakan literatur yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang.meliputi buku-buku
teks, artikel dalam jurnal ilmiah, disertasi, tesis, dan skripsi yang berkaitan dengan
ilmu hukum, hukum keluarga, disabilitas, dan kewajiban nafkah. Adapun bahan

hukum tersier diposisikan sebagai penunjang yang memberikan petunjuk terhadap

47 Sri Mamudj & Soerjono Soekanto, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. (Jakarta:
Badan Penerbit FH Ul, 2005), him. 13-15.

8 1bid. him. 141.
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bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks
artikel.*®

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sesuai model studi
studi kepustakaan. Teknik ini digunakan dengan mengumpulkan, mengidentifikasi,
serta menginventarisasi secara sistematis seluruh dokumen hukum dan literatur
yang relevan dengan tujuan penelitian.>® Analisis data dalam penelitian ini bersifat
deskriptif-analitis. Tahapan yang akan dilakukan ialah inventarisasi hukum positif
dalam tiga tahap yakni mengidentifikasi dan menyeleksi norma-norma, kemudian
mengumpulkan dan mengklasifikasi norma yang telah teridentifikasi, dan terakhir
mengorganisasikan norma-norma  tersebut kedalam suatu sistem yang
komperhensif.>! Setelah itu dilakukan telaah terhadap sistematika norma hukum
atau peraturan perundang-undangann yang telah diinventarisasi sebelumnya.
Kemudian akan ditarik asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan
perundang-undangan tersebut.>?

Sebagai bagian dari penguatan perspektif metodologis, penelitian ini secara
sadar mengintegrasikan perspektif penelitian disabilitas berbasis hak (rights-based
disability ‘research). Integrasi perspektif ini tidak dimaksudkan untuk mengubah

tipologi penelitian menjadi penelitian empiris atau sosiolegal, melainkan berfungsi

49 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif
dan Empiris, cet. ke-7 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), him. 43. Muslan Abdurrahman,
Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum (Malang: UMM Press, 2009), him. 121.

%0 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
1997), him. 115.

51 1bid, him. 85.
52 1pid. him. 252 dan 255.
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sebagai kerangka etik dan analitis dalam membaca serta menafsirkan norma hukum
yang menjadi objek kajian. Dalam konteks penelitian hukum normatif, perspektif
disabilitas digunakan untuk memastikan bahwa analisis terhadap norma hukum
tidak berhenti pada pembacaan tekstual, tetapi juga mempertimbangkan implikasi
normatifnya terhadap posisi subjek hukum penyandang disabilitas. Selain itu,
penelitian tentang disabilitas perlu menghindari pendekatan yang mereduksi
disabilitas menjadi negatif sebagai kekurangan personal semata. Pendekatan
demikian berisiko mengaburkan peran struktur sosial, kebijakan publik, dan norma
hukum dalam membentuk kerentanan serta ketidaksetaraan yang dialami
penyandang disabilitas. > Sehingga, pendekatan disabilitas berbasis hak ini dipilih
sebab menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hak yang relasinya
dengan hukum dibentuk oleh konstruksi normatif, institusional, dan sosial yang
lebih luas.>

Dalam kerangka penelitian ini, perspektif disabilitas berfungsi sebagai lensa
kritis untuk membaca konsep-konsep hukum yang menjadi dasar pengaturan
kewajiban nafkah, khususnya konsep kemampuan dalam teks hukum “sesuai
dengan “kemampuanya” yang kemudian “dikontekstualisastkan dengan konsep
capacity dalam kualifikas functioning disability. Dengan menggunakan perspektif

ini, analisis hukum diarahkan untuk menilai apakah norma yang mengatur

%3 Mike Oliver, Changing the social relations of research production. Disability, Handicap
& Society, Vol. 7:2, (1992), him. 108.

54 Hak individu (legal rights) dari individualisme harus dilampaui menuju pandangan "un-
abstracted individuals in their concrete, social specificity," di mana penyandang disabilitas memiliki
martabat dan otonomi dalam norma sosial. Michael Oliver, The Politics of Disablement (London:
Macmillan, 1990), him. 59.
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kewajiban nafkah telah membuka ruang pembacaan yang adil bagi subjek hukum
dengan kondisi disabilitas, atau justru mereproduksi asumsi kemampuan “normal”
yang berpotensi melahirkan praktik diskriminatif. Pendekatan ini dimaksudkan agar
analisis normatif tidak terjebak pada pembebanan kewajiban yang bersifat seragam
terhadap kondisi subjek hukum yang secara faktual dan normatif berbeda.
Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak
Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities/CRPD), yang menekankan penghormatan terhadap martabat yang
melekat, otonomi individual, serta kesetaraan di hadapan hukum bagi penyandang
disabilitas. Dengan demikian, integrasi perspektif disabilitas dalam penelitian ini
berfungsi untuk memperkaya analisis normatif, sekaligus memastikan bahwa
pembacaan terhadap kewajiban nafkah diletakkan dalam kerangka hukum yang

inklusif dan berorientasi pada keadilan substantif. >°

G.  Sistematika Pembahasan
Penelitian ini terbagi_dalam 5 (lima) bab yang disusun berdasarkan sistematika
sebagai ‘berikut:

Bab pertamamemaparkan tentang latarbelakangdan alasan mengapa kajian
ini menarik untuk dilakukan. Dalam bab ini dijelaskan pula mengenai tujuan serta
kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini. Selain itu bab ini juga berisi telaah
pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan serta metode penelitian

yang digunakan untuk mengkaji permaslahan yang diangkat. Kerangka teori yang

%5 United Nations, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Article 3 dan
Article 12, (2006).
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menjadi alat analisis juga dipaparkan jelas disini. Bab ini kemudian diakhiri dengan
paparan terkait sistematika pembahasan yang menerangkan rencana alur penulisan
penelitian ini.

Bab kedua mengulas terkait tinjauan umum tentang penyandang disabilitas
dan konsep hak-kewajiban pernikahan khususnya nafkah di Indonesia. Bab ini akan
menguraikan tentang konseptualisasi pernikahan, hak dan kewajiban dalam
pernikahan, pelaksanaan kewajiban nafkah dalam konteks suami disabilitas, serta
hak perlindungan dan penghidupan yang layak bagi penyandang disabilitas.

Kemudian bab ketiga mendiskusikan tentang status hukum penyandang
disabilitas terkait pelaksanaan kewajiban nafkah dalam peraturan perundang-
undangan. Bab ini akan menginventarisasi dan menguraikan isi-isi pasal yang
terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait kewajiban
nafkah. Selain itu, bab ini juga akan menganalisis terkait kesetaraan status hukum
antara suami secara umum dengan suami penyandang disabilitas kaitannya dengan
kewajian pemberian nafkah.

Bab keempat menganalisis tentang status hukum kewajiban nafkah suami
penyandang disabilitas kaitannya dengan prinsip keadilan. Bab' ini"ingin melihat
sejauh mana prinsip Keadilan bagi penyandang disabilitas telah diamanatkan dalam
peraturan perundang-undangan. Di bab ini akan disajikan pemaparan empiris
terhadap pasangan dengan suami penyandang disabilitas dalam pelaksanaan
kewajiban nafkah beserta pasal-pasal normatif untuk kemudian dianalisis dengan

menggunakan teori keadilan.
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Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
Bagian kesimpulan akan merangkum hasil analisis dan menjawab kembali secara
singkat setiap rumusan masalah yang ada. Pada bagian ini juga akan diajukan saran-
saran yang bersifat teoretis bagi pengembangan kajian hukum, serta saran praktis

yang diarahkan kepada para hakim, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa kesimpulan
yang terkait dengan rumusan masalah:

1. Secara normatif, hukum perkawinan Indonesia tidak membedakan status
hukum kewajiban nafkah antara suami penyandang disabilitas dan suami
pada umumnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan Kompilasi Hukum Islam merumuskan kewajiban nafkah sebagai
kewajiban yang melekat pada status suami, tanpa memberikan pengaturan
khusus yang menggugurkan atau mengecualikan kewajiban tersebut karena
kondisi disabilitas. Dengan demikian, sejak terjadinya perkawinan yang
sah, seorang suami, termasuk suami penyandang disabilitas, tetap
diposisikan sebagai subjek hukum yang memikul kewajiban nafkah
terhadap istri dan anak.

2. Dalam-perspektif kesetaraan hukum, pengaturan kewajiban nafkah dalam
hukum ‘perkawinan Indonesia merefleksikan kesetaraan formal (formal
equality). Suami penyandang disabilitas diperlakukan ‘sama’ dengan suami
non-disabilitas sebagai subjek kewajiban nafkah, tanpa diferensiasi
normatif berdasarkan kondisi fisik, mental, atau hambatan struktural yang
dihadapinya. Kesetaraan ini menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak

direduksi kapasitas hukumnya sehingga menjamin partisipasi penuh.
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Kesetaraan kedudukan hukum suami tersebut kemudian berimplikasi pada
kesetaraan kedudukan istri dalam menerima nafkah. Istri kedudukannya
setara dengan istri-istri lain siapapun suaminya, sama-sama berhak atas
nafkah dari suaminya.

Meskipun tidak menyediakan pengaturan Kkhusus mengenai suami
penyandang disabilitas, hukum keluarga Indonesia mengandung elemen-
elemen normatif yang berpotensi mencerminkan keadilan, khususnya
melalui tiga aspek utama. Pertama, frasa “sesuai dengan kemampuannya”
dalam Pasal 34 UU Perkawinan dan Pasal 80 KHI membuka ruang
pembebanan kewajiban nafkah yang bersifat proporsional dan kontekstual,
bukan absolut dan seragam. Kedua, ketiadaan penetapan besaran nafkah
menunjukkan pilihan normatif pembentuk undang-undang untuk menjaga
fleksibilitas dan memungkinkan penilaian kewajiban berdasarkan kondisi
konkret masing-masing keluarga, termasuk keterbatasan akibat disabilitas.
Ketiga, tidak adanya larangan bagi istri untuk bekerja dan berkontribusi
dalam pemenuhan kebutuhan keluarga memungkinkan terbentuknya pola
nafkah-"yang “lebih" relasional™ dan" adaptif, tanpa ‘menggugurkan status
normatif suami sebagai pemberi  nafkah utama. Namun, terdapat
problematika keadilan substantif yang muncul ketika konstruksi normatif
tersebut dihadapkan pada realitas empiris penyandang disabilitas.
Hambatan struktural dalam akses pekerjaan, diskriminasi di pasar tenaga
kerja, rendahnya pendapatan, serta lemahnya implementasi kebijakan

inklusif menjadikan kemampuan ekonomi suami penyandang disabilitas
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sering kali tidak sebanding dengan ekspektasi normatif hukum perkawinan.
Sehingga berdampak tidak hanya pada posisi hukum suami, tetapi juga pada
kerentanan istri dan anak, yang berada dalam situasi ketidakpastian

pemenuhan nafkah tanpa dukungan negara yang memadai.

Saran

Penelitian ini memiliki 3 (tiga) saran pokok yang layak untuk dipertimbangkan,

yaitu:

1.

Pengaturan kewajiban nafkah dalam hukum perkawinan Indonesia secara
normatif masih mengandung keterbatasan dalam merefleksikan keadilan
substantif bagi suami penyandang disabilitas. Meskipun frasa “sesuai
dengan kemampuannya” membuka ruang fleksibilitas, ketiadaan penjelasan
normatif yang eksplisit mengenai bagaimana kemampuan tersebut harus
dinilai berisiko menempatkan disabilitas semata sebagai persoalan
individual, bukan sebagai kondisi yang dipengaruhi hambatan struktural.
Kondisi ini berpotensi melanggengkan ketidakadilan substantif ketika
kewajiban, nafkah dibebankan tanpa dukungan kebijakan negara yang
memadai. Oleh karena itu, pembuat regulasi (DPR dan Pemerintah) perlu
melakukan penguatan norma, baik melalui penjelasan undang-undang
maupun kebijakan turunan, agar kewajiban nafkah tidak dilepaskan dari
tanggung jawab negara dalam menjamin akses kerja, perlindungan sosial,
dan penghidupan yang layak bagi penyandang disabilitas. Dalam konteks

ini, komunitas disabilitas dan masyarakat sipil juga perlu aktif mengawal
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arah pembaruan hukum keluarga agar tidak bersifat netral-semu dan tetap
sejalan dengan prinsip non-diskriminasi.

. Problem normatif dalam pengaturan kewajiban nafkah tersebut berimplikasi
langsung pada praktik penegakan hukum, khususnya dalam proses
peradilan agama. Penegakan hukum yang hanya berpegang pada kesetaraan
formal berisiko menghasilkan putusan yang adil secara prosedural, tetapi
tidak adil secara substantif bagi suami penyandang disabilitas dan
keluarganya. Oleh karena itu, dibutuhkan aparat penegak hukum, terutama
hakim, yang memiliki perspektif progresif dan sensitif terhadap isu
disabilitas, serta berani melakukan penemuan hukum yang kontekstual.
Hakim idealnya tidak hanya menilai kemampuan ekonomi secara abstrak,
tetapi juga menggali realitas hambatan struktural, beban biaya tambahan
akibat disabilitas, serta dinamika relasi ekonomi dalam keluarga. Dengan
demikian, putusan nafkah tidak menjadi instrumen penghukuman atas
ketidakmampuan yang bersifat struktural, melainkan sarana untuk
menghadirkan keadilan yang manusiawi dan praporsional.

. Persoalan "kewajiban’ nafkah suami' penyandang disabilitas menunjukkan
bahwa pembuatan dan pelaksanaan hukum sama-sama menghadapi krisis
orientasi keadilan. Oleh karena itu, pengembangan paradigma keadilan
substantif dalam hukum keluarga menjadi kebutuhan mendesak. Perspektif
keadilan yang menekankan kemanusiaan, keberpihakan pada kelompok
rentan, dan tanggung jawab moral penyelenggara negara perlu dihadirkan

sejak tahap perumusan kebijakan hingga implementasinya. Penguatan
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perspektif ini layak dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan
hukum, baik di institusi pembuat kebijakan maupun lembaga peradilan, agar
para aktor hukum memiliki kesadaran bahwa hukum tidak semata-mata soal
kepastian normatif, tetapi juga tentang tanggung jawab etis dan
kemanusiaan. Dengan orientasi tersebut, kewajiban nafkah tidak lagi
dipahami sebagai beban legal yang kaku, melainkan sebagai instrumen
keadilan yang harus selaras dengan martabat manusia dan realitas sosial

yang dihadapi penyandang disabilitas.
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